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bulrr.va clalanr ranska pe rrtct'ataan pendidikan diperlukan adanya pafiislf,ii -r

rnasyarakat dalanr nrcnl,elenggarakan pendidikan;
bahrva Yal,asan Ilaitul Inran Nur''airti Rahmah (BINAR) dianggap metnenuhi

s;-arat dan manrlru untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa nrulai Tahun Anggaran
l0 l2/201-l I

bahrva bcrdasarkan pertinrbrrrgan hrrrufa dan b tersebut diatas perlu menetapkan

KeputLrsan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jarva Barat

tentang I.jin Operasional Kepada Yayasan Baitul Intan Nur'aini Rahmah
(BINAR) untuk rnenclirikan Sekolah Luar Biasa A Dan A Ganda Binar lnsan

I stirlonralr.

Undenc,-undang Nomor li Trhun l95O rentang Pembentukan Jaua Barat (Berita

Negala langral 4 iuli 1950);
Undang-undang Nonror 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lernbaran Negara Tahun 2003 Nomor 7E Tambahan Lembaran Negara Nomor
-130 l);
Undarri.r-Lrndang Nonror 32 'l'ahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran
Negarl l:rlrun 200:1 Nomor 125, lambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo.
Llndanr''r:rrl.rng Nontor 32 Tahun 2004;
llndang-r:;',lrrng Nomor 33 'lahurr 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pcrnerinlrrii {'rrsat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Notnor
126, Tanrtr;,ir.rn Lenrbaran Negara Nomor 4438);
Peraturan l'triirrintah Nonror 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
Peraturan li*'ricrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang PemLagian Urusan
Pemerintaharr antala Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Penrerintahan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Pendidil:an Nasional Republik Indonesia Nomor 33 Tahun
2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Seliolalt Dasar Luar Biasa
(SDLB), Sekolah lvtenengalr Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah
Menengah atas Luar Biasa (SMALB);
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nornor 060/U12002 Tentang Pedoman

Pendirian Sekolah:
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor' 0491lul1992 tentang

Pendidikan Luar Biasa;
Kcputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen

I'endidikan Dikdasmen Depdikbud Nornor 018/C/Kep/l/83 tentang syarat-syarat

dan Tata Cara Pendirian Sekolah Srvasta;

Peraturarl Daerah I'rovinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2000 tentang Dinas

Dacrah Provinsi Jarva Barat (Lernbaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo.
Peraturan Daerah Nontor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nonror l5 tentang Dinas l)acrah l)rovinsi Jarva Barat (Lembaran Daerah Tahun

2002 Nonror 9 Scri D) jo. PetatLtran Daerair Provinsi Jawa Barat Nomor 2l
'l'ahun 2008 -farrggal l9 November 2008 tentang Organisasi dan 1'ata Kerja
Dirras Provinsi Jarva Barat (-l'anrbahan l.embaran Daerah Provinsi Jawa Barat

Nornor 55);
l)eraturan Daerah Provinsi Jatva Darat Nonror 24 Tahun 2008 tentang Organisasi

Tata Ker.ia l-enrbaga [,ain Provinsi Ja..va Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jarva

Barat'lahun 2008 No'nor 23 Seri D);
l)craturan Daeralt I'rovinsi Jarva Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang

Penyclenggaraan Pclayartan I'erizinan Terpadu;
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Tembusan:
l. Gubemur Jarva Barat:
2. Kepala Dinas Pendidikan
3. Kepala Dinas Pendidikan
4. Kepala Kantor PelaYanan

14. Peraturan Gubemur ProviLrsi Jawa Barat Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Tugas

Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan

15.
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Terpadb:
Peraturan Cubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 20ll Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010

Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu;
Keputusan Gubernur Jarva Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok,

Fungsi dan Rincian 'fugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jalva Barat;
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Surat Pennohonan dari Ketua Yayasan Baitul Iman Nur'aini Rahmah (tsINAR)
Nonror 04,1[lOiYABlNAlt/lX tlnggal l6 September 20 ll perihal Permnhonan

lj in Operasional Sl,ll;
Surat Kepala Dinas l'e ndidikan Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor

4201362lDisdik tanggal 22 VIaret 2012 perihai Rekomendasi ;

Akta Notaris Drs. ll. ChaerLrl Anrvar, SH., M.Kn. Nomor 05 tanggal 08 Maret

20 I I tentang Pendirian Yayasan Baitul Iman Nur'aini Rahmah (BINAR);
Surat Kepala Dinas Pendidil.:an Provinsi Jawa Barat Nomor 503/30742-Set.l"ii:riilr
tanggal 29 November 20 l2 perihal Pertimbangan Teknis Ijin Operasional Sekoiah

Lr.rar Biasa;
Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Luar Biasa dari Bidang Pendidikan Luar

Iliasa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor - tanggal 08 Oktober 2012.

N,I EN,IUTUSKAN

Nlemberi i.jin opcrirsiorrrl kepada Yalasan Saitul Iman Nur'aini Rahmah (BINAR)
untuk mendirikan Sckolah Luar lliasa A Dan A Ganda Binar Insan Istiqomah yang

berlokasi di Jl. Bekang llaya 86 No.6 RT.0llRW.07 Perum Burni Cibarusah f)csa

Cibarusah Jaya, Kecalnatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.
Pemberian Ijin Operasional setragaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan

ini berlaku sepanjang mernatuhi semua ketentuan |arrg berlaku.
Pernegang ijin operasional rvajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Tri*'ulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta

x'ajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Badan Pelayanan Perijinan
Terpadu Provinsi Jarva Barat;
Apabita pemegang ijin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan
yang berlak'-r, maka ijin operasional akan dicabut;
Menugaskan Kepala Bidang PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal btt zorz, h'60

PERIJINAN TERPAD!
BARAT

Pembina Utama Muda

Provinsi Jawa Raral:
Kabupaten Bekasi;
Perijinan'lerpadu Kabupaten Bekasi.
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